
 
 

90 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Bawaslu Kota Payakumbuh memiliki peran yang sangat krusial 

dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Fokus utama mereka adalah 

melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye 

(APK) di lokasi-lokasi yang dilarang. Tugas ini menjadi semakin penting 

menjelang Pemilu Tahun 2024. Namun, peran Bawaslu dalam hal 

pengawasan ini dinilai masih kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 

ketertiban lingkungan karena masih banyak peserta pemilu yang 

memasang APK di tempat yang dilarang, seperti pohon, fasilitas 

pemerintah, dan tiang listrik. Tindakan ini menunjukkan ketidakpatuhan 

terhadap aturan yang berlaku dan merendahkan upaya pemerintah 

dalam menjaga keindahan kota serta merusak lingkungan. 

Kemudian, ada beberapa bentuk pelaksanaan kebijakan dan 

kewenangan yang dilakukan Bawaslu Kota Payakumbuh dalam 

mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti  

koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk meminimalisir 

pelanggaran dan kecurangan, sosialisasi dan edukasi kepada peserta 

pemilu dan masyarakat (termasuk penyelenggara pemilu dan instansi 

terkait), pelibatan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemasangan APK, penertiban pelanggaran pemasangan APK melalui 

koordinasi lintas lembaga, serta memberi saran kepada KPU untuk 

menindaklanjuti dan menghukum peserta pemilu yang melanggar 

aturan kampanye. Upaya ini adalah bukti komitmen Bawaslu untuk 

menjalankan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota 

Payakumbuh.
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Upaya pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di 

Kota Payakumbuh menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, 

antara lain tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi 

pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai aturan 

pemasangan APK sehingga sulit untuk partisipasi aktif dalam 

pengawasan, serta kondisi geografis wilayah yang luas dan infrastruktur 

yang belum merata, menyulitkan jangkauan pengawasan secara efektif 

dan efisien ke seluruh area. 

Konsep al-hisbah ini memberikan kerangka pemikiran yang 

relevan untuk memahami dan meningkatkan kinerja Bawaslu. Dengan 

mengadopsi nilai-nilai al-hisbah, Bawaslu dapat menjadi lembaga 

pengawas pemilu yang kuat, independen, dan efektif dalam menjaga 

loyalitas demokrasi di Indonesia. Peran Bawaslu dalam konteks wilayah 

al hisbah ini dapat kita dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pengawasan 

keadilan, pencegahan korupsi, edukasi publik, dan mediasi dan resolusi 

konflik. 

5.2 SARAN 

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran kepada 

Bawaslu untuk meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan 

terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan melakukan 

pembenahan di beberapa aspek, mulai dari penguatan regulasi dan 

kolaborasi, peningkatan kapasitas tiap elemen, dan melakukan edukasi 

secara masif kepada masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi 

bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi peran dan 

tanggung jawab Bawaslu. Fokusnya adalah pada pengawasan 

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi-lokasi terlarang 

selama Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga melihat aspek tersebut dari 

perspektif Wilayah Al-Hisbah. 
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